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Ini Visi dan Misi Capres tentang Perumahan Nasional
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Jakarta, Harian Nusantara-
Pembenahan sektor perumahan nasional
dengan beragam permasalahannya tentunya
menjadi salah satu tugas yang wajib
dituntaskan oleh pemerintahan baru nanti.

Kendala tersebut, antara lain tingginya
harga tanah, pembiayaan yang sulit dan
belum sinergisnya kinerja pemerintah,
selama ini berujung pada tingginya angka
kekurangan (backlog) hunian, terutama bagi
masyarakat berpenghasilan rendah, dan
juga belum optimalnya properti komersial.

Lantas bagaimana dengan visi-misi
yang diemban calon presiden dan wakil
presiden yang maju dalam pimilihan umum
presiden Juli nanti?

Dilansir dari laman resmi Komisi
Pemilihan Umum, dua pasangan yang
bersaing telah menampilkan visi-misinya.
Meski belum mendetail, keduanya
menyebutkan ide terkait peningkatan sektor
penyediaan papan.

Visi-misi pasangan Prabowo Stubianto-
Hatta Rajasa soal perumahan tertuang
dalam agenda dan program nyata untuk
menyelamatkan Indonesia, bagian IV, poin
ke-11, yakni mempercepat penyediaan
perumahan bagi 15 juta rakyat yang belum
memiliki rumah melalui: (i) negara harus
memiliki stok tanah (land bank) untuk
rumah rakyat; (ii) pengembangan apartemen/
rumah susun oleh swasta dan BUMN
untuk mengefisienkan konsumsi lahan di
perkotaan; (iii) pembangunan 2000 tower

rumah susun oleh
negara bagi rakyat
berpenghasilan
rendah, berkapasitas
500 unit per
tower. Pembelian
dilakukan dengan
cicilan selama 20 &
tahun berbunga |
5% per tahun,
atau bagi hasil
syariah yang setara;
Pembangunan apartemen bagi kelas
menengah oleh swasta dan atau BUMN.
Negara memberikan subsidi bunga
sehingga pembeli hanya membayar bunga
maksimal 5% per tahun atau bagi hasi
syariah yang wajar.

Sementara itu, visi-misi Joko Widodo-
Jusuf Kalla terkait perumahan terutama
terungkap dalam sembilan agenda prioritas,
poin ke-5, yakni peningkatan kesejahteraan
masyarakat dengan program 'Indonesia
Kerja' dan 'Indonesia Sejahtera' dengan
mendorong land reform dan program
kepemilikan tanah seluas 9 juta hektare;
program rumah kampung deret atau rumah
susun murah yang disubsidi. (Bisnis.com)
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Kemiskinan Bisa Tinggal 4% kalau Hal-hal In1 Dilakukan
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industri ini adalah hilirisasi dari hasil produk pertanian sehingga
memiliki nilai tambah dan berdaya saing.

"Ada korelasinya di sini, yaitu sektor pertanian berikut
industri pengolahannya. Ini petani dan negara semuanya dapat
diuntungkan," kata Enny.

Penunjang selanjutnya, tambah Enny, adalah infrastruktur.
Saat ini produksi tidak bisa terdistribusi secara optimal karena
infrastruktur yang kurang memadai. Pada akhirnya, produsen dan
konsumen sama-sama dirugikan.

Jakarta, Harian Nusantara- Angka kemiskinan di Indonesia
masih cukup tinggi. Sampai September 2013 lalu, jumlah penduduk
miskin adalah 28,55 juta orang atau 11,47%.

Pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo dan

"Kembali lagi, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi

infrastruktur. Sulit pertumbuhan itu akan merata bila infrastruktur

Jusuf Kalla menargetkan penurunan kemiskinan hingga 5-6%
dalam 5 tahun. Apakah target tersebut realistis?

Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan tidak akan
mudah untuk mencapai target tersebut. Namun bisa terjadi jika
pertumbuhan ekonomi berorientasi pada sektor yang menyerap
tenaga kerja terbesar.

"Realistis saja kalau sampai 2019. Bahkan menurut saya bisa
sampai 4%. Asalkan fokus untuk sektor dengan serapan tenaga
kerja terbesar," kata Enny dalam diskusi publik di JKW Center,
Menteng, Jakarta, Minggu (25/5/2014).

Sektor tersebut, menurut Enny, adalah pertanian yang
menampung 39% tenaga kerja. Selain itu, sebagian penduduk
miskin berada di sektor pertanian.

Menurut Enny, pertumbuhan ekonomi cukup naik perlahan
dari tahun ini sebesar 5,5% menjadi 7% pada 2019. Sektor
pertanian pun cukup tumbuh pada kisaran 4%. Namun harus
terbagi rata dari sisi perkebunan, perikanan dan kelautan, serta
tanaman pangan.

itu tidak cukup," tegas Enny. (Detik.com)
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64% Industr1 Tergantung
Bahan Baku Impor

Jakarta, Harian Nusantara- Sebanyak 64 persen
industri di dalam negeri masih tergantung pada bahan
baku dan penolong, serta barang modal dari impor untuk
mendukung proses produksi.

"Salah satu prioritas (program) kami adalah
bagaimana mengendalikan impor itu, di samping
menyelesaikan (turunan) peraturan perundangan terkait
Undang-Undang Perindustrian," kata Sekjen Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) Anshari Bukhari, di Bandung,
Jawa Barat, Minggu.

Anshari Bukhari mengatakan sekitar 64 persen
industri yang banyak mengandalkan bahan importersebut
mendominasi nilai produksi industri nasional sebesar 80
persen, serta menyumbang 65 persen penyerapan tenaga
kerja.

"Industri yang banyak impor (bahan baku,
penolong, dan barang modal) itu ada pada sembilan
kelompok," katanya.

Sembilan kelompok itu adalah industri permesinan
dan logam, otomotif, elektronika, kimia dasar, makanan
dan minuman, pakan ternak, tekstil dan produk tekstil
(TPT), barang kimia lainnya, serta pulp dan kertas.

Bahkan menurut data Kemenperin, enam diantara
sembilan industri tersebut neracanya defisit, dimana impor
lebih besar dibandingkan ekspor.

Total impor bahan baku dan bahan penolong dari 64 persen
industri nasional itu mencapai sekitar 67,9 persen, impor barang
modalnya mencapai 24,6 persen, dan impor barang konsumsinya
7,5 persen.

"Oleh karena itu ke depan kami ingin segera bisa
menanggulanginya dengan antara lain mempercepat program
hilirisasi agar ketergantungan bahan baku semakin kecil," katanya.

Selama ini, Anshari mencontohkan, banyak sumber daya
alam Indonesia baik di bidang agro maupun mineral diekspor
dalam keadaan mentah, kemudian diolah di negara lain menjadi
barang semijadi, dan diimpor ke Indonesia sebagai bahan baku
atau bahan penolong.

"Karena itulah pemerintah mengamanatkan agar bahan
mentah wajib diolah di dalam negeri, agar industri hilirnya tumbuh
dengan struktur yang kuat," katanya.

Lebih jauh ia berharap Pameran Produksi Indonesia (PPI)
ke-2 yang diselenggarakan pada 22-25 Mei 2014 di Bandung,
Jawa Barat, mampu menjadi ajang unjuk kemampuan industri
nasional. (AntaraNews)
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"Jadi pertanian itu jangan cuma perkebunan saja yang
tinggi. Minimal merata lah," ujarnya. Kemudian sektor industri
pengolahan juga harus mampu tumbuh sampai 7%. Dengan catatan,
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Utang Valas Pertamina dan PLN 7% dar1 Total Swasta

JEiERPAFIE B IR EFR A FAl

Jakarta, Harian
Nusantara- Menteri Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)
Dahlan Iskan menuturkan,
utang luar negeri PT Pertamina
(Persero) dan PT PLN dalam
bentuk valas hanya 7%
dibandingkan dari total utang
luar negeri di sektor swasta.

Hal ini menanggapi
naiknya utang luar negeri
Indonesia secara signifkan, di
mana per Maret 2014 mencapai
USS$ 276,5 miliar (sekitar Rp
3.138,55 triliun dengan kurs
USS$ 1 =Rp 11.351). Jumlah itu
naik US$ 4,4 miliar dibanding
Februari 2014.
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"Memang ada imbauan
Gubernur Bank Indonesia untuk
mengurangi utang luar negeri.
Berapa pinjaman luar negeri
Pertamina dan PLN dalam valas?
Ternyata cuma 7%," kata Dahlan
ditemui usai rapat pimpinan di
Kantor Pusat Pertamina, Jakarta,
Kamis (22/5).

Dahlan mengatakan,
pinjaman Pertamina dari luar
negeri tidak terhindarkan lantaran
kebutuhan yang mendesak, yaitu
untuk pembelian bahan bakar
minyak (BBM). "Jadi, yang
dominan itu utang swasta. Jadi
sebaiknya ada pengendalian
utang swasta," kata mantan Dirut
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PLN tersebut.

Sebelumnya, Gubernur
Bank Indonesia Agus DW
Martowardojo ditemui usai
rapat badan anggaran, di gedung
DPR, Jakarta, Rabu (21/5),
menegaskan, otoritas bank
sentral akan terus menyikapi
masalah utang itu, meski
diakuinya utang pemerintah
masih dalam kondisi terkendali.
(Kompas.com)
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